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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  48  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN   ATAS   PERATURAN   BUPATI   NOMOR   23   TAHUN   2019 

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah serta Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Informasi Publik; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan 

Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas 

Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021  

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang, diperlukan perubahan pada struktur 

kelembagaan PPID Utama; 
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 

Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah 

Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
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Publik (Lembaran Negara Nomor 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 



-4- 
 

SEKDA Asisten I Ka. Bag. 
Hukum 

Ka.  
DISKOMINFO 

Ka. Subag. 
PUU 

     
  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan 

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017 

Nomor 157); 

14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 5); 

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 

Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan 

Menteri Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898); 

16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 
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Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi          

dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 

Nomor 8 Seri E); 

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3); 

20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 

Nomor 23); 

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 

Nomor 68). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT 

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 6 

(1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku 

Atasan PPID Kabupaten. 

(2) Ketua PPID Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Sampang. 

(3) Tim pertimbangan beranggotakan : 

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

c. Asisten Administrasi Umum; 

d. Inspektur Kabupaten Sampang; 

e. Kepala Bagian hukum; 

f. Kepala BAPPELITBANGDA; 

g. Kepala BPPKAD. 

(4) Struktur kelembagaan PPID Utama sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

2. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 9A 

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempunyai 

tugas dan kewenangan sebagai berikut: 

a. Memantau pelaksanaan pelayanan informasi publik di bidangnya; 

b. Memberi masukan untuk untuk pengoptimalan pelaksanaan pelayanan 

informasi publik; 

c. Memberikan masukan untuk penyelesaian sengketa informasi publik; 

d. Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, 

dan Informasi yang dikecualikan; 

e. Turut berpartisipasi aktif dalam mengkoordinasi, mengharmonisasi, 

dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai 

bidang tugas pokok fungsi masing-masing dalam institusi.  
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3. Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

(1) DIDP paling sedikit memuat: 

a. nomor; 

b. ringkasan isi informasi; 

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi; 

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 

e. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

f. bentuk informasi yang tersedia; dan 

g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID Utama. 

(3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang sudah 

dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk 

dilestarikan dan diklasifikasikan menjadi bahan pustaka. 

(4) Contoh format DIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

sebagaimana  tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.    

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah    

Kabupaten Sampang. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal :  30 Maret 2022 

BUPATI SAMPANG, 

 

 

H. SLAMET JUNAIDI 

  
 
 
 
 

Diundangkan.... 
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Diundangkan di :   Sampang 

Pada tanggal :   30 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

  
 
 
 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM. 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 48 

 


